BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 193 /KPTS/ T /2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja
Pemerintah Kabupaten Bengkalis, perlu menetapkan Indikator
Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4),
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
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6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3):

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

KESATU . Menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA . Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada DIKTUM KESATU, terdiri dari:

Sekretariat Daerah;
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah;
Inspektorat Daerah;

Dinas Pendidikan;

1

2

3

4

5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

7. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;

8. Dinas Pemadam Kebakaran;

9 Dinas Sosial;

10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
13. Dinas Ketahanan Pangan;

14. Dinas Lingkungan Hidup;

15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dipindai dengan CamScanner



KETIGA

16.
17.
18.
19,
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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46.
47.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
Dinas Perikanan;

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
Dinas Perkebunan;

Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
Badan Pendapatan Daerah;

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
Badan Penelitian dan Pengembangan;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis;

Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau;
Kecamatan Bengkalis;

Kecamatan Bantan;

Kecamatan Bukit Batu;

Kecamatan Siak Kecil;

Kecamatan Rupat;

Kecamatan Rupat Utara;

Kecamatan Mandau;

Kecamatan Pinggir;

Kecamatan Bandar Laksamana;

Kecamatan Talang Muandau; dan

Kecamatan Bathin Solapan.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh
Perangkat Daerah dalam menetapkan rencana kinerja tahunan,
menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen
penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.
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KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 21 JANWARI 2022

BUPATI BENGKALIS,

¥

KASMARNI
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1. SEKRETARIAT DAERAH

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR
TANGGAL

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

t1a3 /ePTS/T/ 2002
C 2l JANVARL ap7272

dalam mengakomodir kebutuhan internal
organisasi dan kemampuan dalam
beradaptasi terhadap dinamika perubahan

lingkungan eksternal organisasi.

_‘zo INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN PENANGGUNG

KINERJA UTAMA JAWAB UKURAN

(1) ) @) @) 5)

1 |Indeks Kepuasan | Persentase data dan informasi tentang Semua Bagian
Masyarakat tingkat kepuasan  masyarakat yang : Trts dar Nilai T rt Tar T Cal Lingkup Setda
(IKM) diperoleh dari hasil pengukuran secara | - S N ] Torimars Bengkalis

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat AR e TS
masyarakat dalam memperoleh pelayanan

dari aparatur penyelenggara pelayanan

publik dengan membandingkan antara

harapan dan kebutuhannya

2 |Indeks Nilai diperoleh dari kondisi variabel |1. Indeks kematangan UKPBJ diukur dari nilai | Bagian Pengadaan
Tatakelola kematangan UKPBJ dan jumalh proses variabel kematangan UKPBJ saat ini dibagi | Barang dan Jasa
Pengadaan tendek pengadaan barang dan jasa yang dengan 9 variabel UKPBJ.

Barang dan Jasa | telah selesai dilaksanakan 2. Jumlah proses tender diperoleh dari jumlah paket
tender yg telah selesai di proses dibagi dengan
jumlah dokumen tender yg di serahkan ke Bagian
PBJ oleh masing2 OPD

3. |Indeks Indeks Kelembagaan mencerminkan | perhitungan melalui survei, dengan berdasarkan | Bagian Organisasi
Kelembagaan kelembagaan dari sisi struktur dan proses | PermenPAN RB No 20 tahun 2018 tentang pedoman

Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah
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NO INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN PENANGGUNG
KINERJA UTAMA JAWAB UKURAN
(1) (2) (3] (4) (5]
4. |Persentasc Produk hukum terdiri dari 3 jenis produk | pelaksanaan harmonisasi dan fasilitasi Produk | Bagian Hukum
produk hukum | hukum yaitu: Peraturan Daerah, Peraturan | yukum berpedoman pada Undang-Undang Nomor
daerah yang Kepala Daerah dan Keputusan Kepala| 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
lulus  uji| Daerah. Dan Pclaksanaannya berpedoman | perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam
harmonisasi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun | Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Prosedur
2011 tentang Pembentukan Peraturan | pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
Perundang-undangan telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Prosedur Pembentukan Produk
Hukum Dacrah.
5. | Nilai / Predikat | Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu | pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan | Bagian Organisasi

SAKIP

dari delapan program yang wajib dijalankan
dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI).
Penerapan akuntabilitas kinerja pada
seluruh instansi pemerintah didasarkan
pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas
kinerja diterapkan secara berjenjang mulai
dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan
satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan
akuntabilitas dilakukan mulai dari
perencanaan  (rencana  strategis  dan
perjanjian  kinerja), pengukuran kinerja,
pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, reviu
dan evaluasi kinerja. Evaluasi atas
penerapan SAKIP pada seluruh instansi
pemerintah  dilakukan oleh Kementerian
Pendayagunasn  Aparatur  Negara dan
Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari
evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat
akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas
hasil [outcome) terhadap penggunaan

Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + |Pengukuran
kinerja] + [Pelaporan Kinerja| + [Evaluasi Kinerja] +
[Capaian Kinerja]

dan Bagian
Perencanaan dan
Keuangan

Dipindai dengan CamScanner



NO INDIKATOR DEFINIS] OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN PENANGGUNG
KINERJA UTAMA JAWAB UKURAN
(1) (2) 3} (4) (5)
anggaran dalam rangka terwujudnya
pemerintahan yang berorientasi kepada
hasil (result oriented government).
6. | Predikat LPPD Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan | pelaksanaan pelaporan sebagaimana diamanahkan | Bagian Tata
Daerah merupakan Laporan yang wajib | dalam Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor | Pemerintahan

disampaikan kepala daerah  kepada
Pemerintah paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir yang
memuat capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah (capaian kebijakan,
keuangan, dan  pelaksanaan  urusan
pemerintahan) serta pelaksanaan tugas
pembantuan selama 1 (satu) tahun
anggaran.

Evaluasi atas laporan dimaksud
dilaksanakan oleh Kementerian Dalam
Negeri Rl dengan melibatkan BPKP Pusat,
BPKP Provinsi, Inspektorat Propinsi dan
Inspektorat Kabupaten/Kota). Evaluasi atas
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
daerah  dimaksudkan dalam  rangka
penilaian kinerja pemerintah atas hasil kerja
keluaran yang dapat diukur dalam
penyelenggaraan  urusan  pemerintahan
sesuai dengan tanggungjawab kewenangan
dalam waktu yang ditentukan. Baik capaian
Indikator Kinerja Kunci, Standar Pelayanan
Minimal, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
maupun Pelaksanaan tugas pembantuan.

23 Tahun 2914 tentang Pemerintahan Daerah

Evaluasi dan penilajan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18
Tahun 2020 tentang Pentujuk Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
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2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dihasilkan tepat
waktu

melaksanakan pembentukan peraturan
daerah dalam 1 tahun anggaran,
berdasarkan skala prioritas dalam
program penyusunan rancangan perda
yang dipedomani bersama DPRD dan
Pemerintah Daerah

INDIKATOR PENANGGUNG
NO KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB UKURAN
1) (2] @) (4) (5)
1 | Prosentase produk | Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD)| Jumlah Ranperda yang ditindak lanjuti x 100% Sekretariat Dewan
kedewanan yang berdasarkan fungsi legislasi | Jumlah Ranperda yang di targetkan

Presentase
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Pelayanan

Penyerapan masyarakat yang ditanggapi
dengan menyeleksi setiap aspirasi yang
diterima dan diawasi oleh DPRD dalam
menjalankan peran dan fungsinya sebagai
wakil rakyat di pemerintahan daerah.

itindaklanjuti x 100%
Jumtlah pengaduan masyarakat

Sekretariat Dewan
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3.

INSPEKTORAT DAERAH

SPIP

BPKP terhadap tingkat
kematangan/kesempurnaan
penyelenggaraan Sistem Peengendalian
Intren Pemerintah (SPIP) dalam mencapai
tujuan pengendalian intern sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah. Kerangka Maturitass SPIP
terpola dalam 6 (enam) tingkatan yaitu:
Belum ada, Rintisan, Berkembang,
Terdifinisi, Terkelola dan Terukur,
Optimum.

Hasil Quality Assurance Implementasi
Pemerintah Kabupaten Bengkalis oleh BPKP

SPIP

INDIKATOR PENANGGUNG
NO | L INERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB UKURAN
1) (2) (3) (4) (5)
1 | Opini BPK Pernyataan Profesional sebagai kesimpulan | Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Inspektorat Daerah
dari Pemeriksaan BPK mengenai tingkat | pemerintah Kabupaten Bengkalis
kewajaran informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Bengkalis, yang didasarkan beberapa
kriteria yaitu: Kesesuian dengan standar
akuntansi pemerintahan; kecukupan
penggungkapan (adequate disclosures)
2 | Persentase Tindak Suatu kegiatan lanjutan yang wajib Rekomendasi Pengaduan Masyarakat yang Inspektorat Daerah
Lanjut atas dilakukan oleh pimpinan perangkat ditindaklanjuti
Pengaduan daerah/unit kerja yang atas rekomendasi Jumlah Pengaduan Masyarakat
Masyarakat vang dikeluarkan aparat pengawasan
berdasarkan hasil penelitian atau x 100 %
pemeriksaan suatu kasus tertentu yang
diadukan oleh masyarakat
3 | Level Maturitas Hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah
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NO

INDIKATOR
KINERJA UTAMA

DEFINISI OPERASIONAL

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB UKURAN

(2)

(3]

(4)

(3)

(1)
4

Jumlah Jumlah
Perangkat Daerah
Dilakukan Penilaian
Mandiri Zona
Integritas Menuju
WBK/ WBBM

Pelaksanaan Penilaian Mandiri  Zona
Integritas yang dilakukan oleh Inspektorat
Daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan
Perangkat Daerah/Unit Kerja yang
dicanangkan/diusulkan untuk dilakukan
Penilaian Mandiri oleh Pemerintah
Kabupaten Bengkalis melalui Bagian
Organisasi Setda Kabupaten Bengkalis yang
selanjutnya diajukan ke Kementerian PAN
RB untuk dlakukan evaluasi terhadap
imlementasi ZI menuju WiBK WBBM

Jumlah Perangkat Dacrah yang yang telah dilakukan
Penilaian Mandiri Zona Integritas dan Diusulkan untuk
dilakukan Evaluasi ZI menuju WBK / WBBM oleh
Kementerian PAN RB

Inspektorat Daerah

o

Persentase Capaian
MCP Korsupgah
Korupsi

Merupakan hasil penilaian atas capaian dari
Monitoring Center for Prevention (MCP)
merupakan upaya koordinasi dan suvervisi
pencegahan korupsi yang dikembangkan
oleh KPK RI terhadap Pemerintah Daerah
(Pemerintah Kabupaten Bengkalis). Hasil
peniilaian MCP Korsupgah korupsi meliputi
capaian dari Aksi pencegahan korupsi yang
meliputi 8 (delapan ) area intervensi antara
lain : Perencanaan dan Penganggaran,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengadaan
Barang dan Jasa, Kapabilitas APIP,
Manajemen SDM, Dana Desa, Optimalisasi
Pendapatan Daerah, manajemen BMD dan
Sektor Strategis

Hasil Penilaian MCP Korsupgah Korupsi oleh KPK RI

Inspektorat Daerah

Level Kapabilitas
APIP

Hasil penilaian yang dikelluarkan oleh BPKP
terhadap kemampuan yang dimiliki oleh
Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis
untuk melaksanakan tugas -tugas
pengawasan yang terdiri dari 3 (tiga) yang
saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan
dan kompetensi SDM yang harus dimiliki
APIP agar dapat mewujudkan peran APIP
secara efektifl

Hasil Quality Assurance Kapabilitas APIP Inspektorat
Daerah Kabupaten Bengkalis oleh BPKP

Inspektorat Daerah
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4. DINAS PENDIDIKAN

INDIKATOR

N N
o i DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN il
L (1) (2] (3) (4) (S)
1 | Program Penunjang | Persentase pelaksanaan penunjang Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum Dinas Pendidikan
Urusan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan | dan Kepegawaian)
pemerintahan dinas pendidikan
Daerah
kabupaten/Kota
2 |Program 1. Angka Kelulusan (Belajar Pendidikan | Jumlah Siswa Lulus Pada Jenjang Sekolah : Jumlah | Dinas Pendidikan
Pengelolaan Dasar Sembilan tahun] Siswa Tingkat Tertinggi pada Jenjang Sekolah pada
Pendidikan Tahun Ajaran Sebelumnya x 100
2. Angka Partisipasi Kasar PAUD Jumlah siswa jenjang KB, TPA,SPS dan TK Usia 0 - 6
(Pendidikan Anak usia Dini) Tahun Jumlah Penduduk Usia 0-6 tahun Di
Kabupaten Kota x 100
3. Angka Partisipasi kasar Sekolah| Jumlah Siswa Jenjang SMP/MTS di Sckolah : Jumlah
menengah Pertama penduduk usia 13-15 tahun di kabupaten Kota x 100
4. Persentase pendidik bersertifikasi Jumlah Guru Yang Besertifikasi jenjang
TK/RA,SD/MI,SMP/MTS : Jumlah Guru Jenjang
TK/RA,SD/MI,SMP/MTS x 100
5. Persentase Angka Putus sckolah Jumlah Siswa putus Sekolah pada Tingkat dan
jenjang sckolah: jumlah siswa pada tingkat yang
sama dan jenjang sckolah pada tahun ajaran sebelum
nya x 100
3 | Program Persentase kurikulum Muatan Lokal | Peningkatan dan pemahaman Nilai nilai budaya | Dinas Pendidikan
Pengembangan Pendidikan Dasar mclayu
Kurikulum
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5. DINAS KESEHATAN

INDIKATOR " . — " = PENANGGUNG
NO | [ NERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL __.\2&.._|.>|v\.,@‘|_. ORMULASI vmx:_._.czo&all JAWAB UKURAN _|
(1) (2) (3) (4 (5)
1 | Angka Kematian | Jumlah kematian bayi sampai dengan 11 | Jumlah kematian bayi sampai dengan 11 bulan pada | Dinas Keschatan
Bayi (AKB) per 1000 | bulan pada satu wilayah dalam waktu | satu wilayah dalam waktu tertentu dibagi Jumlah
KLH tertentu dibagi Jumlah seluruh bayi lahir | seluruh bayi lahir hidup pada satu wilayah dalam
hidup pada satu wilayah dalam waktu | waktu yang sama dikali seribu kelahiran hidup
vang sama dikali seribu kelahiran hidup
2 | Angka Kematian | Jumlah kematian balita sampai dengan | Jumlah kematian balita sampai dengan 59 bulan | Dinas Keschatan
Balita per 1000 |59 bulan pada satu wilayah dalam waktu | pada satu wilayah dalam waktu tertentu dibagi
kelahiran hidup tertentu dibagi Jumlah seluruh balita | Jumlah seluruh balita lahir hidup pada satu wilayah
lahir hidup pada satu wilayah dalam | dalam waktu yang sama dikali seribu kelahiran hidup
waktu yang sama dikali seribu kelahiran
hidup
3 | Angka Kematian | Jumlah kematian Neunatal sampai| Jumlah kematian Neunatal sampai dengan 28 hari | Dinas Keschatan
Neonatal per 1000 | dengan 28 hari pada satu wilayah dalam | pada satu wilayah dalam waktu tertentu dibagi
kelahiran hidup waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh | Jumlah seluruh bayi lahir hidup pada satu wilayah
bayi lahir hidup pada satu wilayah dalam | dalam waktu yang sama dikali seribu kelahiran hidup
waktu yang sama dikali seribu kelahiran
hidup
4 | Angka Kematian | Jumlah kematian ibu maternal pada satu | Jumlah kematian ibu maternal pada satu wilayah | Dinas Kesehatan
Ibu (AKI) per | wilayah dalam kurun waktu tertentu | dalam kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh
100.000 KLH dibagi Jumlah seluruh bayi lahir hidup | bayi lahir hidup pada satu wilayah dalam waktu yang
pada satu wilayah dalam waktu yang| sama dikali seratus ribu kelahiran hidup
sama dikali seratus ribu kelahiran hidup
5 | Prevalensi stunting |Jumlah anak balita Stunting | Jumlah anak balita Stunting (pendek/sangat pendek) | Dinas Kesehatan
(pendek dan sangat | (pendek/sangat pendek) adalah kondisi| adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur
pendek) pada kurang gizi kronis yang diukur| berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur
BALITA berdasarkan indeks tinggi badan menurut | (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar
umur (TB/U) dibandingkan dengan| WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada Riset
mengegunakan standar WHO tahun 2005. | Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk
Data tinggi badan pada Riset Kesehatan | status gizi dan tinggi badan setiap anak balita
Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk | dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score)
status gizi dan tinggi badan setiap anak | menggunakan baku antropometri anak balita WHO
balita dikonversikan ke dalam milai | 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah

Dipindai dengan CamScanner



INDIKATOR PENANGGUNG
NO KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB UKURAN
(1) 2) (3] (4) (5)
terstandar (Z-score) menggunakan baku | sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan
antropometri anak balita WHO 2005.| Menteri Kesehatan RI Nomor:
Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U | 1995/MENKES/SK/XIi/2010 :
adalah sebagai berikut standar dari WHO | 1. Sangat pendek: Z score <-3,0 2. Pendek: Z score 2-
dan Keputusan Menteri Kesehatan RI| 3,0 s/d Z score < -2,0
Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010: 1.
Sangat pendek : Zscore <-3,0 2. Pendek :
Zscore z- 3,0 s/d Zscore < -2,0
6 | Persentase Jumlah masyrakat yg sudah memiliki | Jumlah masyarakat yg sudah memiliki jaminan | Dinas Kesehatan
Penduduk yang jaminan kesehatan baik yg dibayarkan | kesehatan baik yg dibayarkan iurannya oleh
memiliki jaminan iurannya oleh pemerintah, pemberi kerja | pemerintah, pemberi kerja maupun mandiri bagi
kesehatan maupun mandiri bagi jumlah penduduk | jumlah penduduk kali seratus
kali seratus
7 | Persentase Insiden | Angka seluruh kasus penyakit TB Paru | Angka seluruh kasus penyakit TB Paru (Baru dan | Dinas Kesehatan
kasus TB Paru (Baru dan Lama) yang ditemukan dan| Lama)] yang  ditemukan dan mendapatkan
mendapatkan penanganan sesuai standar | penanganan sesuai standar pada satu wilayah dalam
pada satu wilayah dalam waktu tertentu | waktu tertentu di bagi seluruh penduduk pada satu
di bagi seluruh penduduk pada satu| wilayah dalam waktu yang sama dikali seratus ribu
wilayah dalam waktu yang sama dikali| penduduk
seratus ribu penduduk
8 | Persentase kejadian | Angka seluruh kasus penyakit Demam | Angka seluruh kasus penyakit Demam Berdarah | Dinas Kesehatan
kasus DBD Berdarah Dengue yang ditemukan dan| Dengue yang ditemukan dan mendapatkan
mendapatkan penanganan sesuai standar | penanganan sesuai standar pada satu wilayah dalam
pada satu wilayah dalam waktu tertentu | waktu tertentu di bagi seluruh penduduk pada satu
di bagi seluruh penduduk pada satu| wilayah dalam waktu yang sama dikali seratus ribu
wilayah dalam waktu yang sama dikali
seratus ribu
9 | Angka Prevalensi Angka seluruh kasus penyakit HIV/AIDS | Angka seluruh kasus penyakit HIV/AIDS (Baru dan | Dinas Keschatan

Penyakit HIV/AIDS
(Persentase)

(Baru dan Lama) yang ditemukan dan
mendapatkan penanganan sesuai standar
pada satu wilayah dalam waktu tertentu
di bagi seluruh penduduk pada satu
wilayah dalam waktu yang sama dikali
seratus persen

Lama) yang ditemukan dan  mendapatkan
penanganan sesuai standar pada satu wilayah dalam
waktu tertentu di bagi seluruh penduduk pada satu
wilayah dalam waktu yang sama dikali seratus persen

Dipindai dengan CamScanner



NG | g e DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN Poallina
(1) (2] (3) {4) (5)
10 | Angka kesakitan Angka seluruh kasus penyakit Malaria | Angka seluruh kasus penyakit Malaria (Baru dan | Dinas Kesehatan
malaria per 1000 (Baru dan Lama) yang ditemukan dan| Lama) yang ditemukan dan mendapatkan
penduduk mendapatkan penanganan sesuai standar | penanganan sesuai standar pada satu wilayah dalam
pada satu wilayah dalam waktu tertentu | waktu tertentu di bagi seluruh penduduk pada satu
di bagi seluruh penduduk pada satu| wilayah dalam waktu yang sama dikali seribu
wilayah dalam waktu yang sama dikali | penduduk
seribu penduduk
11 | Angka Prevalensi Angka seluruh kasus penyakit tekaman| Angka seluruh kasus penyakit tekanan darah tinggi | Dinas Kesehatan
Penyakit Tekanan darah tinggi yang ditemukan dan| yang ditemukan dan mendapatkan penanganan
Darah Tinggi mendapatkan penanganan sesuai standar | sesuai standar pada satu wilayah dalam waktu
pada satu wilayah dalam waktu tertentu | tertentu dibagi jumlah seluruh penduduk pada satu
dibagi jumlah seluruh penduduk pada| wilayah dalam waktu yang sama di kali seribu
satu wilayah dalam waktu yang sama di| penduduk
kali seribu penduduk
12 | Angka Prevalensi Angka seluruh kasus penyakit kanker | Angka seluruh kasus penyakit kanker serviks dan | Dinas Keschatan
Penyakit Kanker serviks dan payudara yang ditemukan | payndara yang ditemukan dan mendapatkan
Serviks dan dan mendapatkan penanganan sesuai| penanganan sesuai standar pada satu wilayah dalam
Payudara standar pada satu wilayah dalam waktu | waktu tertentu dibagi jumlah seluruh penduduk pada
tertentu dibagi jumlah seluruh penduduk | satu wilayah dalam waktu yang sama di kali seribu
pada satu wilayah dalam waktu yang penduduk
sama di kali seribu penduduk
13 | Angka Prevalensi Angka seluruh kasus penyakit gangguan Angka seluruh kasus penyakit gangguan jiwa yang Dinas Kesehatan
Penyakit jiwa yang ditemukan dan mendapatkan ditemukan dan mendapatkan penanganan sesuai

/Gangguan Jiwa

penanganan sesuai standar pada satu
wilayah dalam waktu tertentu dibagi
jumlah seluruh penduduk pada satu
wilayah dalam waktu yang sama di kali
seribu penduduk

standar pada satu wilayah dalam waktu tertentu
dibagi jumlah seluruh penduduk pada satu wilayah
dalam waktu yang sama di kali seribu penduduk

Dipindai dengan CamScanner



6. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

INDIKATOR PENANGGUNG
NO KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB UKURAN
(1) (2) (3) (4) (5)
1 |Rasio konektivitas|Jalan poros dan jembatan didefinisikan | Panjang jalan poros kabupaten Bengkalis dalam | Bidang
Kabupaten dengan ruas jalan yang terdapat di dalam | kondisi baik Pembangunan Jalan
SK status ruas jalan Kabupaten Dan Jembatan
Bengkalis, yang berstatus sebagai Ruas
Jalan Kabupaten.
2 [Jumlah bangunan | Bangunan gedung pemerintah kondisi| Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi Bidang Cipta Karya
gedung pemerintah | layak didefinisikan dengan jumlah | layak
dalam kondisi layak | bangunan gedung pemerintah yang
memenuhi empat aspek layak fungsi
yaitu: aspek keselamatan gedung, aspek
kesehatan bangunan gedung, aspek
kenyamanan bangunan gedung, cdan
aspek kemudahan bangunan gedung
3 | Panjang Jalan kondisi baik didefinisikan sebagai| Panjang jalan poros kabupaten Bengkalis dalam | Bidang
Infrastruktur jalan | jalan/jembatan dengan permukaan | kondisi baik Pembangunan Jalan
poros dan jembatan | perkerasan yang benar-benar rata, tidak Dan Jembatan
dalam kondisi baik | ada gelombang dan tidak ada kerusakan
pada permukaan
4 | Persentase Daerah | Daerah Irigai dalam kondisi di defenisikan x100 Bidang Sumber Daya
Irigasi dalam sebagai daerah irigasi yang fungsional | Luas daerah irigasi Air
kondisi baik dengan sistem irigasi yang baik
5 | Persentase luas Kawasan bebas banjir adalah kawasan | Luas Kawasan Banjir resiko rendah x100 Bidang Sumber
—_T . dengan resiko banjir rendah Luas Kawasan resiko banjir Daya Air
banjir
6 | Persentase garis Garis pantai rawan abrasi adalah daerah | Panjang garis pantai rawan Bidang Sumber
; . | pesisir pantai vang terdampak abrasi| abrasi yang terlindungi infrastruktur x100 Daya Air
pantai rawan abrasi M.Ecm: m%oacmzm‘ E;.m laut P Panjang garis rawan abrasi Y

Dipindai dengan CamScanner



INDIKATOR = o o o = PENANGGUNG
NO KINERJA UTAMA DEFI1 Z_U:H.Olﬁ.mwm@r I n@ﬁ._mbm:z\m.@mmcgm_ PERHITUNGA JAWAR UKURAN
(1) (2] ()] _ (4) 1.
yvang terlindungi
infrastrukiur
7 |Jumlah Unit Air| Unit Air Baku didefenisikan sebagai unit | Jumlah unit air baku dalam kondisi baik Bidang Sumber
Baku dalam Kondisi | sarana pengambilan dan/atau penyedia Daya Air
Baik air baku
8§ | Persentase RT | Akses air bersih didefinisikan sebagai | Jumlah rumah tangga pengguna air bersih ~ x100 Bidang Cipta Karya
akses air bersih pemanfaatan pelayaan air bersih melalui | Jumlah rumah tangega Kabupaten
Jjaringan perpipaan dan bukan jaringan
perpipaan
9 | Persentasc SIPJAKI | SIPJAKI dikelola bersama oleh pembina | Jumlah standar pelayanan minimum x100 Bidang Jasa
yang terlaksana jasa konstruksi nasional, provinsi, dan | Jumlah ketersediaan dari data Konstruksi
kabupaten/kota. SIPJAKI diharapkan
tugas-tugas pembinaan  (pengaturan,
pemberdayaan, dan pengawasan jasa
konstruksi) dapat dilakukan lebih
mudah, dan juga tercipta koordinasi lebih
baik antara pembina dan masyarakat.
10 | Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukan | Jumlah Rekomendasi KKPR yang dikeluarkan Bidang Tata Ruang

pemanfaatan ruang
sesuai dengan
peruntukan

tata ruang

Ruang didefinisikan sebagai
pemanfaatan ruang yang
mendapatkan rekomendasi

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Tata Ruang (KKPR)

Dipindai dengan CamScanner



7. DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

lingkungan yang
sehal dan aman
didukung dengan
Prasarana dan
Sarana Utllitas
Umum ([*SU)

dan aman didefenisikan
schagai jumlah
Kelurahan/Desa yang telah
terpenuhi PSU

Jumlah Lingkungan Perumahan pada kurun waktu tertentu

INDIKATOR PENANGGUNG
DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB
KINERJA UTAMA UKURAN
1) (2) (3) (4) (5)
1 | Rasio tempat Perbandingan jumlah Jumlah Tempat Ibadah x1000 Bidang
ibadah per satuan | penduduk pada satu Jumlah Penduduk Prasarana dan
penduduk wilayah yang telah memiliki Sarana Utilitas
sarana rumah ibadah Umum
2 | Rasio rumah Perbandingan rumah layak | Jumilah Rumah Layak Huni x100 Bidang
layak huni huni yang telah terbangun | Jumlah Penduduk Perumahan dan
dengan jumlah penduduk Kawasan
pada satu wilayah Permukiman
3 | Cakupan Cakupan lingkungan schat | Jumlah Lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu _ x100 Bidang

Prasarana dan
Sarana Utilitas
Umum

4

Raslo
permukéman
layale huni

Luas permukiman pada
salu wilayah yang telah
terpenuhi kriterin
persyaratan layak buni
dibandingkan jumlah luas
keseluruhan wilayah

Luns Permukiman Layok Huni x100
Luan Wilayah Permukiman

Bidang
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

Dipindai dengan CamScanner



layak huni

memperoleh rumah layak
huni akibat terjadinya
bencana

e ! | PENANGGUNG
_INDIRATOR | ppriNist OPERASIONAL | PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN | JAWAB
| KINERJA UTAMA { _ _ UKURAN
(1 (2 i3) “ (4) ] (5
! 3 |Persentase ' Lingkungan permukiman N Luas Lingkungan Permuliman Kumuh x100 Bidang
lingkungan | kumuh didefenikan scbagai | 02 Wiayah Permulaman Perumahan dan
pemuikiman | luas wilayah vang akan 4 Kawasan
kumuh ditangani melalui ketetapan _ Permukiman
! keputusan Bupad {
| Bengkalis Nomor: _
| 236/KPTS/III/ 2021 |
_ | tentang Penetapan Lokasi |
{ Perumahan Kumuh dan |
| | Kawasan Permukuman
| _ Kumuh di Kabupaten
w | Bengkalis
6 | Persentase luasan | Permukiman kumuh Luas Permukiman Kumuh yang Tertangani x100 Bidang
permukiman ” didefenisikan sebagai luas Luas Permukiman humuh Perumahan dan
| kumuh di | wilayah yang telah Kawasan
| kawasan | tertangani di Permukiman
perkotaan | perkotaan/kelurahan
melalui ketetapan
keputusan Bupat
Bengkalis Nomor:
236/KPTS/III/2021
tentang Penetapan Lokasi
Perumahan Kumuh dan
Kawasan Permukuman
Kumuh di Kabupaten
Bengkalis
7 | Persentase Rehabilitasi rumah layak Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani pada Tahun n x100 | Bidang
penyediaan dan huni didefenisikan sebagai Jumlah Total Rencana Unit Rumah Korban Bencana yang Akan ditangami Pada Tahun n Perumahan dan
rehabilitas rumah | jumlah warga negara yang Kawasan
Permukiman

Dipindai dengan CamScanner



" Dipindai dengan CamScanner

DNDIKATOR _ | PENANGGUNG
KINEDIA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL | PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB
I URKURAN
i 2 13) (4) [5)
5 | Persentase | Lingkungan permukiman | Luas Lingkungan Permukiman Kumuh x100 Bidang
| Engkungan kumuh didefenikan sebagai | (925 Wiayah Permuliman Perumahan dan
pemukiman | luas wilayah vang akan Kawasan
kumuh | ditangani melalui ketetapan Permukiman
keputusan Bupati
i | Benglezlis Nomor:
__ | 236/KPTS/III/2021
| tentang Penetapan Lokasi
_ Perumzhan Kumuh dan
Kawasan Permulkuman
_ ﬁ_ Kumuh di Kabupaten
{ _ mWWHNWN_m.M
|
| & | Persentase luasan | Permukiman kumuh Luas Permukiman Kumuh yang Tertangani x100 Bidang
_  permukiman “ didefenisikan scbagai luas | Luas Permulaman Kumuh Perumahan dan
w | kumuh di | wilayah yang telah Kawasan
 kzwasan _ tertangani di Permukiman
| perkotaan | perkotaan/kelurahan
7 1 melalui ketetapan
| keputusan Bupati
i Bengkalis Nomor:
236/KPTS/II/ 2021
| tentang Penetapan Lokasi
[ Perumahan Kumuh dan
_ Kawasan Permukuman
_ Kumuh di Kabupaten
H Benglalis
| 7 | Persentase Rehabilitasi rumah layak Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani pada Tahun n x100 | Bidang
penyediaan dan huni didefenisikan sebagai | cilsaillaelanal g ot s L2 Perumahan dan
rehabilitas rumah Kawasan

layak huni

jumlah warga negara yang,
memperoleh rum:ah layak
huni akibat terjadinya
hencana

Permukiman




INDIKATOR PENANGGUNG
DEFINIS]I OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB
KINERJA UTAMA
URKURAN
(1) (2) (3) (4) (5)
8 | Penanganan Sengketa terselesaikan Jumlah sengketa yang diselesaikan x100 Bidang
sengketa tanah pada kasus sengketa yang | Jumlahkasusyang terdafiar Pertanahan

garapan yang
dilakukan melalui
Mediasi

telah terdafaftar berupa
tanah yang
dikuasai/dimiliki
pemerintah daerah dengan
pihak
masyarakat/perusahaan

AT e A

Dipindai dengan CamScanner




8. DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Penyelamatan dan
Evakuasi Korban
Kebakaran

tanggzp (response tme| oleh Dinas Pemzdam  Kebakaran &..__

Penyelamatan/Perangiat Jumlah kasus kebakeran dalam j g X 100%
Jumlah Kejadian Kebakaran &E:EEEBB&BE EWEE
+
Jumlah Layanan Pemadaman di Kabupaten/Kota pada tzhun X dalam
tingkat wakiu tanggzp (response time) oleh Relawan Kebakaran yang
dibentuk dan/atan dibawah Pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan ——

Penyelamatan/Peranghat Daerah
Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten/Kota pada talun yang sama

2 INDIKATOR PENANGGUNG
NO | L INERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB UKURAN
(1) (2) (3) (4) (5]

1 | Persentase Warga Warga Negara yang mendapat Layanan Dinas Pemadam

Negara yang Penyelamatan dan Evakuasi Korban Jumlah Layznan Pemadaman, Pemyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Kebakaran
Wﬁﬂw&% e terdampk kebakaran di KabupatenKota pada tahun X dalam trghat waita

Dipindai dengan CamScanner



9. DINAS SOSIAL

INDIKATOR PENANGGUNG
NO | - INERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB UKURAN
(1) (2) (3) (4] (5)
1 | Persentase PPKS PPKS mandiri adalah PPKS binaan Dinas | Jumlah PPKS Mandiri Dinas Sosial
mandiri Sosial yang digraduasi dari penerima
manfaat  program  bantuan sosial
Pemerintah dan/atau dikeluarkan dari
Data Terpadu Kesegjahteraan Sosial
karena telah memiliki kemampuan untuk
memenuhi kebutuhan dasarnya
2 | Persentase PPKS Bantuan Sosial yang diterima PPKS | JumlahPPKSyangmemperolehbantuan sosial Dinas Sosial
yang menerima merupakan Bantuan tunai atau Non pemenuhan kebutuhan dasar x 100%
bantuan sosial Tunai yang dipergunakan untuk Jumlah seluruh PPKS
untuk pemenuhan | pemenuhan kebutuhan dasar bersumber
kebutuhan dasar dari program Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi dan
pemerintah Daerah Kabupaten Kota
3 | Persentase PPKS PPKS yang mendapatkan pelayanan jumlah PPKS yang mendapatkan Dinas Sosial
yang mendapatkan | rehabilitasi sosial adalah masyarakat pelayanan rehabilitasi sosial X 100%
pelayanan rentan mengalami kedisfungsian sosial | Jumlahseluruh PPKSyangseharusnya
rehabilitasi sosial yang berada di luar panti mendapatkan pelayanan rehabllitasi sosial
dasar

Dipindai dengan CamScanner



10. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

INDIKATOR PENANGGUNG
NO | [ INERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB UKURAN
(1) (2) (3] (4] (5)
1 | Persentase Tenaga |Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Dinas
Kerja Yang Dibagi Dengan Jumlah Pencari Kerja (AK1 Ketenagakerjaan dan
Ditempatkan Yang Dikeluarkan) Dikalikan 100% Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan x 100% Transmigrasi
Jumlah AK1 Yang Dikeluarkan
2 | Persentase Konflik |Jumlah Konflik Hubungan Industrial Dinas )
Hubungan Yang Terselesaikan Dibagi Jumlah Konflik Jumlah Konflik Yang Terselesaikan x 100% Nnanzmmm_ﬁnd.mwb dan
Industrial Yang Hubungan Industrial Yang Dilaporkan Jamlah Konflik Yang Dilaporkan Transmigrasi
Tertangani Dikalikan 100% SRLEN SRR THE L ReE
3 | Persentase Tenaga |Jumlah Tenaga Kerja Lokal Yang Terserap Dinas )
Kerja Lokal Yang Dibagi Jumlah Seluruh Tenaga Kerja Jumlah Naker Lokal Yang Terserap x 100% mn_ﬁﬂmm.mwna.mmb dan
Terserap Yang Diserap Dikalikan 100% Jumlah Naker Yang Discrap Transmigrasi

Dipindai dengan CamScanner



11. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

INDIKATOR - " . PENANGGUNG
NO KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB UKURAN
(1) (2) (3) (4) (5]
1 |Indeks Indeks Pembangunan Gender (IPG)| IPG merupakan indikator komposit untuk mengukur | DPPPA
Pembangunan adalah indcks pencapaian kemampuan | dimensi yang sama dengan [PM, antara lain dimensi
Gender (IPG) aumﬂ_. ) manusia dilihat dari _uEmbm. harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan, dan
pendidikan, keschatan dan ekonomi | v, uat gelayakan hidup. IPG  memperhitungkan
dengan mempertimbangkan ketimpangan g j Y - g
gender. IPG digunakan untuk mengetahui capaian berdasarkan gender. Secara mnann_._.mbm c..m._ump
kesenjangan  pembangunan manusia | dikatakan IPG merupakan IPM yang disesuaikan
antara laki-laki dan perempuan. | untuk menggambarkan kepentingan gender.
Kesetaraan gender lerjadi apabila nilai
| IPM  Laki-laki sama dengan IPM| pPerhitungan Indikator:
R paat IPG : 1/3 [Xede (1) + Xede (2) + Linc-Dist]
Xede (1) = Xede untuk harapan hidup
Xede(2) = Xede untuk pendidikan
Linc-dist = Indeks distribusi pendapatan
[ 2 |Tingkat Capaian | Peningkatan nilai evaluasi Kota Layak| Jumlah Point /Nilai dalam Hasil Evaluasi Indikator | DPPPA
Kabupaten / Kota | Anak Dalam Tugas Fungsi Gugus Tugas| Kota Layak Anak
Layak Anak | Kota Layak Anak

Dipindai dengan CamScanner



11, DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

INDIKATOR oy SR e = G PENANGGUNG
NO | LINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB UKURAN
(1) (2) (3) (4) (5]
1 | Indeks Indeks Pembangunan Gender (IPG) | IPG merupakan indikator komposit untuk mengukur | DPPPA
Pembangunan adalah indeks pencapaian kemampuan | dimensi yang sama dengan [PM, antara lain dimensi
Gender (IPG) a:z:—_u_.r_._:..:_,zwa w..:s_:: ﬂn::.m xc:.::m harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan, dan
‘ndidikan, keschatan dan  ckonomi| . J . A : ;
A—W:m:s mempertimbangkan ketimpangan ::mr.E kelayakan hidup. [PG  memperhitungkan
gender. IPG digunakan untuk mengetahui A.Gm_ﬁs berdasarkan gender. Secara wonn&mbm ﬁ_mﬁmp
kesenjangan pembangunan manusia | dikatakan IPG merupakan [PM yang disesuaikan
antara laki-laki dan perempuan, | untuk menggambarkan kepentingan gender.
Kesctaraan gender Llerjadi apabila nilai
IPM  Laki-laki sama dengan IPM | Perhitungan Indikator:
Perempuan IPG : 1/3 [Xede (1) + Xede (2) + Linc-Dist]
Xede (1) = Xede untuk harapan hidup
Xede(2) = Xede untuk pendidikan
Linc-dist = Indeks distribusi pendapatan
2 | Tingkat Capaian | Peningkatan nilai evaluasi Kota Layak | Jumlah Point /Nilai dalam Hasil Evaluasi Indikator | DPPPA
Kabupaten / Kota|Anak Dalam Tugas Fungsi Gugus Tugas | Kota Layak Anak
Lavak Anak Kota Layak Anak

Dipindai dengan CamScanner



12. DINAS PENGENDALIAN PENDUDURK DAN KELUARGA BERENCANA

— INDIKATOR - PENANGGUNG
O | o oo i ik DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB UKURAN
HUR (2) (3) (3) (S)

]
l
!
1

I _ Menurunya angka
| laju pertumbuhan
| Penduduk

Hasil penvebaran Laju pertumbuhan
penduduk dalam satu tahun

(Persentase Hasil laju pertumbuhan penduduk) dibagi
(Jumlah Penduduk) dikali 100%

Dinas Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Kelahiran (TFR)

Alenurunnya angka

Hasil Kegiatan pengendalian angka
kelahiran yang dilaksanakan hasil survei
antar sensus (SUPAS)

(Persentase hasil jumlah Wanita (15-19) dibagi
(Jumlah Kelahiran) dikali 100%

Dinas Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

5]

Meningkatnya
Persentase
Pemakaian Alat
Kontrasepsi (CFR)

Hasil Kegiatan pengendalian angka
kelahiran vang dilaksanakan.

(Persentase hasil Jumlah KB Aktif) dibagi (Jumlah
Hasil PUS) dikali 100%

Dinas Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Meningkatnya
Persentase
resertaan KB baru

Hasil Kegiatan masyarakat dalam
mengikuti program KB

(Persentase Jumlah PUS yang tidak menggunakan
Kontrasepsi) dibagi (Jumlah Akseptor KB) dikali 100%

Dinas Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Jumlah Persentase
(BKB, BKR, BKL
dan UPPKA) aktifl

Hasil Kegiatan anggota
Masyaraka yang dilaksanakan

kelompok

(Persentase hasil jumlah anggota kelompok yang ber
KB) dibagi (Jumlah hasil anggota kelompok) dikali
100%

Dinas Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

3 | Meningkatnya

Hasil Kegiatan Cakupan Remaja dalam

(Persentase Jumlah PIK- R/M) dibagi (Jumlah

Dinas Pengendalian

Kelompok Pusat

(PIK-R) aktif

Informasi Konseling

Pusat Informasi dan Konseling Remaja
/Mahasiswa

Kecamatan) dikali 100%

Persentase Pusat Informasi dan Konseling Remaja | Kecamatan) dikali 100% Penduduk dan
Kelompok (BKB, /Mahasiswa Keluarga Berencana
BKR, BKL dan

UPPKA) yang aktfl

Persentase Hasil Kegiatan Cakupan Remaja dalam | (Persentase Jumlah PIK- R/M) dibagi (Jumlah | Dinas Pengendalian

Penduduk dan
Keluarga Berencana

Dipindai dengan CamScanner



-

2 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

INDINATOR | o
| KINERJIA UTAMA _

== PENAN
DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN i MMNMMZ
j EASRe  A | () (5)

i=

Hasil penvebaran Laju pertumbuhan
penduduk dalam satu tahun

Moo runva angka
iy portwmbuhan
Peadeduk

J

(Persentase Hasil laju pertumbuhan penduduk) dibagi
(Jumlah Penduduk) dikali 100%

Dinas Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

“Memurunnvs angka | Hasil Kegiatan pengendalian angka
hefahran [TFR) kelahiran yang dilaksanakan hasil survei
| antar senisus (SUPAS]) |

(Persentase hasil jumlah Wanita (15-19) dibagi

| (Jumlah Kelahiran) dikali 100%

Dinas Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Hawl Kegiatan  pengendalian  angka
| krlahiran vang dilaksanakan.

T W inghkatny a
Prr=rotasre
Prmadcuan Alat

| Kentrascpsi (CFR)

(Persentase hasil Jumlah KB Aktif) dibagi (Jumlah
Hasil PUS) dikali 100%a

Dinas Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

(Persentase Jumlah PUS yang tidak menggunakan
Kontrasepsi) dibagi (Jumlah Akseptor KB) dikali 100%

Dinas Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Mrringkatnve Hasil Kegualan masyvarakat dalam
PFrrarninse mengikuti program kB
| Krweriman KB bary | e == i
Jummlah Peraentase | Hasid  kegiatan anggota  kelompok |

(BRT, NTRE, DKL Masyvaraka vang dilaksanakan

[Persentase hasil jumlah anggota kelompok yang ber
KB) dibagi (Jumlah hasil anggota kelompok) dikali
100%

Dinas Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

_dan UPPRA) aktif
Meningicstnrva
Prowrritase

" Mansid kegalan Cakupan Remaja dalam
Pumat Informasi dan Konseling Remaja

hriompok (BRKA, / Mahasswa

FikiR, IEKL can

UPPRA vang akti!

P tnnr

heicameok Puosat

Inlorman hoowrhng
| (TR akd

| Hastl Keguatan Cakupan Remaja dalam |
Pusat Inlormasi dan Ronscling Remaja |
‘Mahasisaa

Kecamatan) dikali 100%

(Persentase Jumlah PIK- R/M) dibagi (Jumlah | Dinas Pengendalian
Kecamatan) dikali 100% Penduduk dan

Keluarga Berencana

lam | (Persentase Jumlah PIK- R/M) dibagi (Jumlah | Dinas Pengendalian

Penduduk dan
Keluarga Berencana

Dipindai dengan CamScanner




13. DINAS KETAHANAN PANGAN

80| o IO | DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN i oo
11) 2) ! (3] (4) (5)
| 1 |Jumlah | Jumlzh Ketersedizan Pangan Utama Bidang Ketersediaan
Ketersedizan | [Beras) untuk mencukupi Kebutuhan Dan Kerawanan
Pangan __ Penduduk Kabupaten Bengkalis umlah produksi + pemasukan dari luar daerah X100 | Pangan
m _ (kg/kpt/thn) jumlah penduduk
| 2 | Persentase | Pesentase Pengadaan Beras untuk Bidang Distribusi
| | Peninglkatan | memenuhi Jumlah minuman Cadangan Dan Cadangan
[ |Jumlah Cadangan | Pangan Pemenerintah Kabupaten jumlah pengadaan cadangan pangan %100 | pangan
| Pangan Pemerintah jumlah Minimum OM%%hmmb Pangan Pemerintah
ﬂﬂmnﬂ:

3 | Skor Pola Pangan Pengukuran untuk menilai mutu gizi dan
Harapan keberagamam konsumsi pangan rata-rata
masyarakat dengan skor tertinggi 100

Hasil perhitungan survey dari total keberagaman
konsumsi rata-rata masyarakat

Bidang Konsumsi
Dan Keamanan
Pangan Pada Dinas
Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkalis

Dipindai dengan CamScanner



14. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO

INDIKATOR
KINERJA UTAMA

DEFINISI OPERASIONAL

PENJELASAN/FORMULASI PERHITU NGAN

PENANGGUNG
JAWAB UKURAN

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
1

Indeks Kualitas Air

Merupakan hasil dari penjumlahan nilai
status mutu air pada sungai
utama/danau/waduk/situ dengan
parameter TSS, DO, BOD, COD, Total
Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform. Nilai
dari setiap parameter dinormalisasi ke
dalam skala indeks dengan Kklasifikasi
mutu air kelas Il berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air.

D\ VN +ﬁn. \ N
ﬁ Lyj rata-rata r...u maksimum

2

1Pj =

Keterangan :

1P| : Indeks pencemaran bagi peruntukan (j)

Ci : konsentrasi parameter | (hasil pengukuran)
Lij : baku mutu parameter peruntukan air [()]

Dinas Lingkungan
Hidup

Indeks Kualitas
Udara

Merupakan hasil rerata IEU SO2 dan IEU
NO2 yang selanjutnya dikonversi melalui
persamaan Indeks Kualitas Udara
Parameter NO2 dan SO2 diukur pada 4
lokasi (yang mewakili area transportasi,
industri, perumahan dan komersial atau
perkantoran) dengan metode passive
sampler. Perhitungan indeksnya dengan
membandingkan nilai rata-rata tahunan
terhadap standar European Union (EU)
Directives.

50
IKD = 100 — Aelo x (PU - ohuv

Keterangan :
IKD : Indeks kualitas udara
PU : Indeks pencemaran udara

Indeks Kualitas
Tutupan Lahan

Merupakan perbandingan jumlah luas
tutupan lahan dengan luas wilayah
administrasi kabupaten/kota, luasan
tutupan lahan suatu wilayah dihitung
dari penjumlahan data luas tutupan
hutan dan luas tutupan vegetasi yang
meliputi luas tutupan belukar dan
belukar rawa, serta luas ruang terbuka
hijau.

Dinas Lingkungan
Hidup

50
IKTL = 100 — ((84,3 — (TLx 100)) Neew A

Dimana _ TL = (LTH + (LTB + LRTH) x 0,6) : LW _

Dinas Lingkungan
Hidup

]

Dipindai cﬁ_ﬁaﬁEngcanner



[ ] INDIRATOR

_ NO | KINERJA UTAMA
T A 5 N

[3 | Persentasc sampah

-

| vung dikelola

— e e S -|
| DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN Lﬂm%%%mmmmmz
) - () a_h
| Membandingkan potensi timbulan . Dinas Lingkungan
| sampah kabupaten /kota secara _\MH::” ___“ﬁ.wu.”._““_“nsu “: zah_“whhﬂdax 100% Hidup
| keseluruhan  dengan  total  timbulan e LRI SR e TS
sampah yang dikelola melalui

penanganan sampah di  TPA dan

_ pengurangan sampah di sumber

Dipindai dengan CamScanner



NO | Ehﬂwuﬂ%wz A DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN gt il
(1) 12) | (3) () (5)
4 | Persentase sampah | Membandingkan potensi timbulan . Dinas Lingkungan
vang dikelola sampah kabupaten/kota secara Potensi timbulan sompur Kubrpaten. o0 Hidup
_ lceselurubian dengan total fibulan Volume timbulan sampah yang dikelola
# sampah yang dikelola melalui

ﬁ penanganan sampah di TPA dan
| pengurangan sampah di sumber

Dipindai dengan CamScanner



15. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dipindai déngan CamScanner

INDIKATOR PENANGGUNG
NO KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB UKURAN

(1) (2) (3) (4) (S)

1 | Persentase Jumlah penduduk usia 17 tahun atau Jumlah Penduduk usia 2 17 tahun Dinas Tanaman
Penduduk yang telah menikah atau pernah menikah yang | atau telah menikah/pernah Pangan Hortikultura
memiliki KTP-el. sudah memiliki KTP-el dibagi jumlah menikah yang memiliki KTP-el X 100 dan Peternakan

wajib KTP-el dikali 100%. Jumlah Penduduk usia = 17 tahun Kabupaten
atau telah menikah/pernah menikah Bengkalis

2 | Persentase Anak Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1| Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun Dinas Tanaman
Usia 0-17 Tahun hari yang sudah memiliki kartu KIA | kurang 1 hari yang memiliki KIA X 100 Pangan Hortikultura
kurang 1 hari yang |dibagi jumlah anak usia 0-17 tahun | Jumlah Keseluruhan Anak Usia dan Peternakan
memiliki KIA kurang 1 hari dikali 100%. 0-17 Tahun kurang 1 hari Kabupaten Bengkalis

3 | Cakupan Jumlah anak wusia 0-18 tahun yang| Jumlah anak usia 0-18 tahun Dinas Tanaman
kepemilikan akta memiliki akta kelahiran di bagi jumlah | yang memiliki Akta Kelahiran X 100 Pangan Hortikultura
kelahiran untuk keseluruhan anak usia 0-18 tahun dikali | Jjumlah Keseluruhan anak usia dan Peternakan
penduduk usia 0- 100°%;. 0-18 tahun Kabupaten Bengkalis
18 Tahun ’

4 | Persentase Jumlah pasangan kawin selain beragama | Jumlah pasangan kawin selain Dinas Tanaman
Pasangan Suami islam yang telah memiliki Akta | beragama islam yang memiliki Pangan Hortikultura
Istri Yang memiliki | Perkawinan/Nikah dibagi dengan jumlah | Akta Perkawinan/Nikah % 300 dan Peternakan )
Akta Pekawinan pasangan w...mﬂ._b selain beragama islam Jumlah keseluruhan pasangan kawin Kabupaten Bengkalis

dikali 100%..

5 | Cangkupan Jumlah penduduk yang meninggal (mati) | Jumlah penduduk meninggal (mati) Dinas Tanaman
Kepemilikan Akta yang telah diterbitkan akta kematian | yang memiliki Akte Kematian Pangan Hortikultura
Kematian. dibagi dengan jumlah penduduk yang| jumlah Penduduk yang meninggal (mati). X 100 dan Peternakan

meninggal (mati) dikali 100% Kabupaten Bengkalis




T INDIKATUR e i e e o S = e | PENANGGUNG
i DEFINIS! OPERASIONAL PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN RGP AB AR AR
KT - RN S ) 5]
[ &  Fersentase [ Jumlah pasangan suami istri yang| Jumlah penduduk selain beragama islam Dinas Tanaman
" Cakupasn | bersgama selan islam yang berveral | yang bercerai vang memiliki akta perceraian Pangan Hortikultura

|

Pencatatan Akra _

|

|

vang memiliki akte perceraian dibagt
dengan jumlah pasangan suami istrd
selain beragama islam yang memiliki akta
Perkawinan/Nikah vyang bercerai dikali
100%

|

Jumlah pasangan suami istri selain beragama
islam yang memiliki akta perkawinan
vang bercerai

X 100

dan Peternakan
Kabupaten Bengkalis

Dipindai dengan CamScanner



16. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

[ INDIKATOR ’ " - - . PENANGGUNG
| NO KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB UKURAN
() 2) @) ) (5)
1 |Jumlah Desa Desa mandiri mencerminkan  kemauan | Dihitung berdasarkan jumlah desa mandiri yang ada DINAS PMD
Status Desa masyarakat yang kuat untuk maju, juga
Mandin dapat menghasilkan produk unggulan
desa/karya desa vang membanggakan
serta kemampuan desa dalam memenuhi
kebutuhannya.
2 | Kontribusi PADes Pendapatan asli desa adalah pungutan | Dihitung berdasarkan jumlah desa yang | DINAS PMD
terhadap APBDes dan/atau pendapatan yang dimasukkan | mendapatkan PADes di bagi seluruh desa di kali
ke rekening desa, yang merupakan | 100%
pendapatan dari hasil usaha, hasil aset,
swadayva dan partisipasi, gotong royong,
dan lainnya vang dilakukan sebuah desa
3 |Jumlah BUMDesa BUMDesa yang melaksanakan fungsi DINAS PMD
Aletif WM”mno%_meﬁcwa: awmmdmnwm%ﬂn wowwwmm Dihitung berdasarkan jumlah BUMDesa Aktif yang
dikelola oleh pelaksana oprasional, memperoleh laba keuntungan setiap bumdesa
4 | Persentase PKK “.Za PKK Desa/Kecamatan/Kabupaten yg DINAS PMD
_PWE, | aktif dalam menjalankan 10 program Dihitung bedasarkan Jumlah PKK Aktif yang ada
] _ pokok pkk guna mendukung program- | dibagi jumlah seluruh lembaga PKK yang ada dikali
w | program pemerintah 100%

|

Dipindai dengan CamScanner



17. DINAS PERHUBUNGAN

INDIKATOR . PENANGGUNG
NO KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB UKURAN
o 2) @) (@ . (5)
1 |Jumilah Pelayanan |Jumlah Uji KIR angkutan umum | jumlah Kendaraan yang di Uji Per tahun Dinas Perhubungan
Uji Berkala merupakan pengujian setiap angkutan

Kendaraan/ Umum

umum yang diimpor, baik yang dibuat
dan/atau dirakit di dalam negeri yang
akan dioperasikan di jalan agar
memenuhi persyaratan teknis dan

laik jalan
2 | Jumlah a. Jumlah orang yang terangkut | a. Jumlah orang yang terangkut angkutan | Dinas Perhubungan
omng/barang vang angkutan penyeberangan penyeberangan
terangkut angkutan | b. Jumlah barang yang terangkut| b. Jumlah barang yang terangkut angkutan
penyeberangan angkutan penyeberangan penyeberangan
a. Orang

b. Barang (Ton)

3

(
__
_

| Persentase Sarana

dan Prasarana

| Transporiasi layak

|

operasi

Jumlah Pelabuhan yang Laik Operasi
Dibagi Dengan Jumlah Pelabuhan yang
ada Dikalikan 100 Persen

Dinas Perhubungan

Dipindai dengan CamScanner



18. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

INDIKATOR PENANGGUNG
NO KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB UKURAN
(1) (2) (3) (4) (5]

1 |Indeks Sistem Indeks penyelenggaraan pemerintahan Bidang Pengelolaan
Pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi Berbasis Elektronik
Berbasis Elektronik H:Emammw dan komunikasi c:E.mWn EEESE R e
Kabupaten memberikan layanan kepada Instansi K

i . ; eterangan:
Bengkalis Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai ND = Nilai Indeks Domain

Aparatur Sipil Negara, perorangan, BD = Bobot Domain
masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain

yvang memanfaatkan layanan SPBE

Kabupaten Bengkalis, yang dikeluarkan

oleh Kementerian Pendayaaguaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2 | Indeks Keterbukaan | Indeks pelayanan Informasi Publik di| Hasil pemeringkatan Keterbukaan Badan Publik KIP - Bidang
Informasi Publik lingkungan Pemerintah Kabupaten | Provinsi Riau Sumberdaya
(KIP) Kabupaten Bengkalis untuk menghasilkan layanan Komunikasi dan
Bengkalis Informasi Publik yang  berkualitas, Informasi

transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Bidang
Yang di keluarkan oleh Komisi Informasi Pengelolaan dan
Provinsi Pelayanan

Informasi Publik

pemerintah melalui
penyelenggaraan
persandian

Perangkat Daerah

Jumlah total perangkat dasrah

3 | Meningkatnya Persentase jumlah data sektoral yang Bidang Statistik dan
pengelolaan satu disampaikan oleh perangkat daerah X100 Persandian
data Kabupaten
Bengkalis

4 | Meningkatnya Persentase jumlah Perangkat Daerah Bidang Statistik dan
pengamanan yang telah menggunakan sandi dalam b i i Persandian
informasi akiifitas komunikasi dan informasi . 4 “.W_EE_E _ _Em.ﬁ_nwsm,a 100

sandi dalam aktifitas komunikasi dan informasi daerah X

Dipindai dengan CamScanner



19. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

INDIKATOR PENANGGUNG
NO KINERJA UTAMA DEFINIS]I OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB UKURAN
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Persentase Jumlah koperasi sehat tahun n - tahun Jumlah koperasi sehat / Jumlah koperasi aktif Dinas
koperasi sehat (n-1) bagi jumlah koperasi aktif x 100% Ketenagakerjaan dan
kali 100% Transmigrasi
2 | Jumlah Produk Jumlah produk tempatan unggulan | Jumlah produk tempatan unggulan / Jumlah usaha | Dinas
Unggulan Produksi | tahun n - tahun (n-1) bagi jumlah usaha | mikro kecil Ketenagakerjaan dan
Non Industri (%) mikro kecil kali 100% x 100% Transmigrasi

Dipindai dengan CamScanner




20. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Investasi PMA dan
PMDN

PMDN yang bersumber dari Laporan
Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

PMDN

INDIKATOR PENANGGUNG
NO | [4NERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB UKURAN
] ) @l @ . 5)
1 | Nilai Realisasi Jumlah Realisasi Investasi PMA dan | Njlai Realiasi Investasi PMA + Nilai Realisasi Investasi | Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Indeks Kepuasan
Masyarakat

Persentase data dan informasi tentang
tingkat kepuasan masyarakat yang
diperoleh dari hasil pengukuran secara
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat
masyarakat dalam memperoleh pelayanan
dari aparatur penyelenggara pelayanan
publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya

JarimoIng

b+

Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Dipindai dengan CamScanner



21. DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

INDIKATOR 5 S 3 G PENANGGUNG
NO KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB UKURAN |
(1] (2) (3) (4) (S)
1 |Jumlah kunjungan |Jumlah orang baik laki-laki dan | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang) Bidang Pariwisata
wisatawan perempuan untuk mancanegara yang
mancanegara berkunjung ke daerah dalam satu tahun
2 |Jumlah kunjungan |Jumlah orang baik laki-laki dan| Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (orang) Bidang Pariwisata
wisatawan perempuan untuk nusantara yang
nusantara berkunjung ke daerah dalam satu tahun
3 |Jumlah Benda, Jumlah Benda, situs dan kawasan Cagar | Jumlah Benda, situs dan kawasan Cagar Budaya | Bidang Kebudayaan
situs dan kawasan | Budaya yang dilestarikan agar tetap ada | yang dilestarikan
Cagar Budaya yang | dan terjaga
dilestarikan
4 | Jumlah Jumlah festival seni dan budaya yang| Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Bidang Kebudayaan
Penyelenggaraan diselenggarakan dalam satu tahun dalam satu tahun
festival seni dan
budaya
5 |Jumlah Pemuda Jumlah pemuda yang dibina yang akan | Jumlah pemuda yang dibina oleh Disparbudpora | Bidang Kepemudaan
yang Berprestasi diseleksi untuk tingkat Provinsi dan | Kabupaten Bengkalis yang akan diseleksi untuk
atau Pelopor dikirim ke tingkat Nasional untuk utusan | tingkat Provinsi dan dikirim ke tingkat Nasional
daerah Kabupaten Bengkalis
6 | Persentase Jumlah wirausaha muda se-kabupaten | Jumlah wirausaha muda se-kabupaten —
Wirausaha Pemuda | Bengkalis dibagi  Jumlah seluruh . ~ 100%
wirausaha se-kabupaten Bengkalis Jumiah-aciaral wirmusahia sc-kabapaicn Bidang Kepemudaan
dikalikan 100%
7 Persentase Jumlah pemuda yang aktif berorganisasi Jumlah pemuda yang aktif berorganisasi R Bidang Kepemudaan
Organisasi Pemuda | dibagi Jumlah pemuda se-kabupaten g o
yang Aktif Bengkalis dikalikan 100% Jumlah pemuda se-kabupaten
8 | Jumlah Prestasi Jumlah prestasi cabang olahraga yang di | Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan | Bidang Olahraga
Olahraga menangkan tingkat daerah dan provinsi

Dipindai dengan CamScanner



INDIKATOR : . N PENANGGUNG
NO | - \NERJA UTAMA | DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGA JAWAB UKURAN
(1 (2) (3] (4) (5)
& dalam satu tahun yang membawa nama tingkat daerah dan provinsi dalam satu tahun
daerah dan provinsi
Jumlah Atlet Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat Bidang Olahraga

Berprestasi

tingkat daerah dan provinsi (POPDA +
PEPARPEDA + Kejuaraan lainnya minimal
tingkat kecamatan) dalam satu tahun
yang membawa nama daerah dan provinsi

daerah dan provinsi (POPDA + PEPARPEDA +
Kejuaraan lainnya minimal tingkat kecamatan) dalam
satu tahun

Dipindai dengan CamScanner



22. DINAS PERIKANAN

nelayan sampel

INDIKATOR PENANGGUNG
NO KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB UKURAN
(1) (2) (3] (4) (5)
1 [Jumlah Produksi Hasil produksi dari perikanan tangkap dan Jumlah produksi perikanan Bidang Pelayanan
Perikanan perikanan budidaya dalam satuan ton Jiimiah prodlssi ik WMBNIMM%MHWEE
p = . g
perikanan (ton) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
Perikanan Budidaya
2 | Pendapatan rata- Pendapatan rata-rata yang  diterima Jumlah pendapatan Dinas Perikanan
rata nelayan nelayan dalam satu tahun Pendapatan
nelayan sampel
rata-rata -
Jumlah alat tangkap
nelayan (Rp)

Dipindai dengan CamScanner



23. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

INDIKATOR o s A Ao 5 PENANGGUNG
|zﬁ.w | KINERJA UTAMA_ | _ur_. mw_.ﬁm._.ﬂ_lr_/bvmoz.;r PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB UKURAN
(1) 2) (3) (4) (5)

1 | Produksi Tanaman | Produksi hasil padi yang dihitung Jumlah Produksi padi dalam satu tahun (Ton) Dinas Tanaman
Pangan (Padi) kescluruhan dari hasil panen dalam 1 Pangan Hortikultura
tahun musim tanam dan Peternakan
Kabupaten
M I Bengkalis
2 | Produksi Tanaman | Produksi  hasil  dari  beberapa  jenis | Jumlah Produksi tanaman hortikultura dalam satu | Dinas Tanaman
Hortikultura komoditi hortikultura (sayuran dan buah- | tahun (Ton) Pangan Hortikultura
buahan) yang dihitung keseluruhan dari dan Peternakan
e | hasil panen dalam 1 tahun Kabupaten Bengkalis
3 | Populasi Ternak | Produksi hasil ternak Sapi yang dihitung [ Jumlah ternak sapi dalam satu tahun (ekor) Dinas Tanaman
Sapi keseluruhan populasi ternak dari hasil Pangan Hortikultura
pertambahan populasi dalam 1 tahun, dan Peternakan
Kabupaten Bengkalis

Dipindai dengan CamScanner



24. DINAS PERKEBUNAN

INDIKATOR ; PENANGGUNG
NO | BRI UTAMA DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB UKURAN
(2) 3) (4) (5)

(1)
1

Produksi tanaman
perkebunan (Karet,
Kelapa, Kelapa

Produksi tanaman perkebunan unggulan
(karet, kelapa, kelapa sawit dan sagu)
dalam 1 satu tahun

Jumlah produksi tanaman perkebunan dalam 1
tahun (Ton)

Dinas Perkebunan

dengan penghasilan
minimal setara UMR

komoditas tanaman perkebunan dibagi
jumlah petani pekebun dari masing-
masing komoditas dibandingkan dengan
UMR

petani pekebun

Sawit, Sagu)
2 | Produktivitas Produksi tanaman perkebunan unggulan | Jumlah produksi tanaman perkebunan dalam 1 | Dinas Perkebunan
tanaman (karet, kelapa, kelapa sawit dan sagu)|tahun dibagi luas Tanaman Menghasilkan (Ton/Ha)
perkebunan (Karet, |dalam 1 satu tahun per luas Tanaman
Kelapa, Kelapa Menghasilkan
Sawit, Sagu)
3 |Persentase petani Hasil jual produksi masing-masing | Jumlah produksi dikali harga jual dibagi jumlah Dinas Perkebunan

Petani pekebun dari komoditas yang hasil
jualnya lebih besar atau sama dengan
UMR dibagi dengan jumlah pekebun total

Jumlah petani pekebun per komoditas dibagi jumlah
petani pekebun total dikali 100%

Dinas Perkebunan

Dipindai dengan CamScanner



2

5

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

_ i INDIKATOR - = : PENANGGUNG
/O | KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB UKURAN
E | (21 (3] (4) (S)

! 1 | Persentase Nilai yang didapat dalam pengukuran Dinas Perdagangan

' Ketersediaan Bahan
| Pokok Penrting bagi
Masvarakat

terhadap ketersediaan bahan pokok
penting vang tersedia di Pasar Pemerintah
habupaten Bengkalis

Jumlah bahan pokok penting x 100%
Pasar Pemerintah

dan Perindustrian

(V]

| Persentase Alat -

‘ glat Ukur, Takar,

. Timbangan dan
Perfzngkspannyva
(UUTF bertanda
s=h vang berlaku

Persentase vang didapat sebagai bentuk

| periindungan terhadap konsumen dengan

' melakukan

pengukuran terhadap alat

, ukur, takar dan dmbangan yang ada di
| Kabupaten Bengkalis

Jumlah alat ukur vang ditera x 100%
Target RPJMD

Dinas Perdagangan
dan Perindustrian

7]

v.lmﬁnnwwn Delaim

| Fasilitasi segala kelengkapan izin Produk

Usshza AN vengdi ! bagi pelaku usaha IKM vang belum

Jumlah IKM yang difasilitasi x 100%
Jumlah IKM Binaan

Dinas Perdagangan
dan Perindustrian

Fasas iz=n mendapaikan izin sesuai ketentuan vang
Prodoiova berlaku
< | Perssoi=se Perseniase periumbuhan IKM Kabupaten | Jumlah Sentra IKM x 100% Dinas Perdagangan
Pewumbuahan Bengkalis pernizhun dalam  bentuk | Target RPFJMD dan Perindustrian
Indusm Recll Unu,mnﬂwmhwwn Senu=a-Senua Industr

Menenp=h (IEM)

v=ng 243 di K=abupaten Bengkalis

Dipindai dengan CamScanner



26. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

.I‘ INDIKATOR PENANGGUNG
_ NO __ KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB UKURAN
L) ! (2) | (3) (4) (5)

L

__ 1 | Pembangunan

[ _ Literast Masyarakat | mengikuti event dalam
{ meningkatkan minat baca

Untuk melihat jumlah masyarakat yang

Jumlah Peserta mengikuti event pembudayaan gemar
membaca pada tahun berjalan

Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan

|
2 | Jumlah Perpustakaan online lebih mudah diakses | Jumlah perpustakaan berbasis IT pada tahun | Dinas Perpustakaan

| perpustakaan dan diminati karena tidak terikat tempat | berjalan dan Kearsipan

__ | berbasis IT dan waktu

|3 | Jumlah rata-rata Untuk memantau jumlah Dinas Perpustakaan
| pengunjung pengunjung perpustakaan pertahun Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pada|dan Kearsipan
| perpustakaan _ tahun berjalan
pertahun

| persatuan | minat baca masyarakat

persatuan penduduk

4 | Rasio perpustakaan | Untuk memantau upaya peningkatan

penduduk tersedianva perpustakaan-perpustakaan

Rasio antara jumlah perpustakaan kelurahan/desa,
dan perpustakaan sekolah dengan jumlah penduduk

Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan

5 ! Jumlah koleksi

tersedia dalam satu
tahun

Untuk memantau penambahan jumlah
| perpustakaan yang | koleksi perpustakaan dalam satu tahun

Jumlah koleksi perpustakaan pada tahun berjalan

Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan

6 ! Perscntase

vang mengelola
| arsip secara baky |

Untuk melihat jumlah perangkat daerah
perangiat dacrah vang telah mengelola arsip sccara baku

Jurlah gerenplat dzerah yang mengelola arsip secara baku <100
Jumlah perangkat dazrah

Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan

\:‘|

_ herbasis elektronitk | dialihmediakan secara elektronik

Persentase Arsip Ad_:c_ﬂ memantau ﬂmd_c.: arsip yang telah

x100

Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan

Dipindai dengan CamScanner



27. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

INDIKATOR . PENANGGUNG
NO | L INERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB UKURAN
(2) (3) (4) (5)

(1)
1

Persentase Perda
dan Perkada yang

Banyaknya Perda dan Perkada yang
ditegakkan dibagi dengan banyaknya

Bidang Trantibum
dan PPD

Trantibum yang
dapat diselesaikan

banyaknya Gangguan Trantibum yang
belum diselesaikan kemudian dikalikan
dengan 100%

Jumlah Perda dan Perkada yang belum ditegakkan

X 100%

ditegakkan Perda dan Perkada yang belum )
ditegakkan kemudian dikalikan dengan Jumlah Perda dan Perkada yang ditegaklan X 100%
100% Jumlah Perda dan Perkada yang belum ditegakkan
2 | Persentase Banyaknya Gangguan Trantibum yang Bidang Linmas
Gangguan telah diselesaikan dibagi dengan Bidang Trantibum

dan PPD
Bidang Siaga

Dipindai dengan CamScanner



28, NADAN PERIENCANAAN PIEMBANGUNAN DAKRAL

INDIKATOR KINFRJA DI IRAS N O CorIRUNGAN PENANGGUNG JAWATS |
NO UTAMA B DEFINII OPERASIONAL _ .._.rz.__.__>x>z\_ ::zc_..\,x._.__._.::_._ :mm5|z: T Ukuran
(1) S {2 . . 1) I L) SRRV ST || [ ——
1 | Pernentone Uicurnn kesesuadan antara jumlah program | Jumlah progream RKPD X 100 Badan Perencanaan
kenelarmnan REKPD RKPD terhadap jumlah progrnm RPIMD padac | Jamlah program REIMD Pembangunan Daerah
terhadap RINIMD tihun berkenaan
2 | Permentane Ulkurnn kesesualun antara ._::.m_..__ priofitas | Jumtah prioritas daernh X 100 Badan Perencanaan
kesesualun prioritus | deerah pada tinhun berkenann Jumlanh prioritas nasional Pembangunan Daerah
nasional dengan
~ fednemh - e e
3 | Indeks profesional Ulurnn_ sintstik yang  menggambackan | Kategori  Indeks  Profesionalitas  ASN - diulcur dengan | Badan Perencanaan
SDM perencanaun kualiths  ASN  berdasarkan  kesesuainn | menggunnkan 4 dimensi; Kualifikasi (tingkat pendidilan Pembangunan Dacrah
"M_:“_._i_n_a.a:_ r:::.n-n:m:_ _nm_na:_ M_:: terakhir); Kompetensi {pengembangan kompetensi meliputi
A Hegawa ADN dalam | piat Kepemimpinan, Fungsional, Teknis dan Seminar/

melaksanalkan tugas jonbatan

Workshop/ Konferensi/ Setara); Kinerja (penilaian prestasi
kerjn ASN: SKP dan Perilaku Kerja); dan Disiplin (Tidak
pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan Pernah dijatuhi
hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Sangat Tinggl : Nilai 91 - 100

I Tinggl : Nilai 81 - 90

Sedang : Nilai 71 - 80

|Rendah : Nilat 61 - 70

[Sangal Rendah __|: Nilai 0 - 60

Pengukuran akuntabilitas kinerja meliputi: perencanaan | Badan Perencanaan

Nilai Akuntabilitas
Kinerja

Nilai yang diperolch dari hasil evaluasi
Inspektorat terhadap laporan akuntabilitas
kinerja Perangkat Daerah

kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, pelaporan
kinerja dan capaian kinerja dengan katergori penilaian
sebagai berikut:

o Haregori|Milai Anghs Interpratani

Farang =
rimngatl Horang

Pembangunan Daerah

Dipindai dengan CamScanner



29, BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

penyusunan APBD

tahapan penyusunan APBD sesuai
peraturan yang berlaku

penandalanganan  persetujuan  bersama KDH dan
DPRD

. N = = = = = 3 PENANGG
RO cano YO DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN Bl
(1] (2] (3) () (S}
1 | Persentase Jumlah aset yang telah di tata usaha {Jumlah Aset yang tertib dan Terukur / Total | Kepala Bidang Aset
penatausahann aset | secara tertib dan terukur Keseluruhan Aset) X 100%
yang tertib dan
| terukur
Persentase Jumlah aset pemerintah kabupaten (Jumlah Aset yang Menunjang Peningkatan PAD /| Kepala Bidang Aset
Pemuanfantan Bengkalis yang telah menunjang Total Keseluruhan Aset) X 100%
Keknyaan Asel peningkatan PAD
Dacmh yang
Menunjang
Peningkatnn PAD
3 | Ketepatan waktu Ketepatan waktu penyelesaian sctiap Tanggal penyampaian RAPBD - Tanggal | Kepala Bidang

Anggaran

Persentase
bendahara
pengeluarnn yang
tepat waktu dalam
penyampaian

| pertanggungjawaban

Jumlah bendahara pengeluaran yang
menyampaikan pertanggungjaowaban
tepat waktu

(Jumlah Bendahara Pengeluaran yang Tepat Walktu
dalam Penyampaian Pertangungjawaban / Seluruh
Bendahara Pengeluaran) X 100%

Kepala Bidang
Perbendaharaan

Penyelesaian
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Penyelesninn LKPD tepat waktu sesuai
dengan peraturan yang berlaku

Tanggal Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah
Dacrah - Tanggal ttd Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah

Kepala Bidang
Akuntansi

Dipindai dengan CamScanner



30. BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO

INDIKATOR
KINERJA UTAMA

DEFINISI OPERASIONAL

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB UKURAN

| (1)

(2)

(3)

(5)

1

Ratio PAD Terhadap
Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang
terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
Pendapatan Daerah tediri dari PAD, Dana
Bagi Hasil Pemerintah Pusat dan
Daerah,DAU,DAK, Dana Desa.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam
merealisasikan dan Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
direncanakan dibandingkan  dengan
target Pendapatan yang ditetapkan
berdasarkan potensi riil daerah

(4)
PAD
Jumlah Pendapatan
Daerah

x 100%

Badan Pendapatan
Daecrah Kabupaten
Bengkalis

Dipindai dengan CamScanner



31. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

termasuk guru dan
tenaga keschatan)

Kesehatan yang ada di Kabupaten
Bengkalis

Jumlah Jabatan Fungsional Bersertifikat
tahun ini

= PENANGGUNG
: INDIKATOR RASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
NO | KINERJA UTAMA DEFINISLOPERASION / JAWAB UKURAN
W 2 @3 @) . (5)

1 | Rasio PNS Merupakan penjabaran terhadap Wﬁmbm b
Berpendidikan Pendidikan PNS S1 sampai S3 dari idi PT (S1. S2 dan engembangan
Tinggi (PT) keseluruhan PNS Kabupaten Bengkalis ﬁmwﬂmwﬂbﬁ”zpm_ ermwmmg _Wm.m Umﬂ“un:, didikan Moﬁ%n_mnbm_ .P.mmhmﬁz_,

PT (S1, S2 dan S3) tahun lalu) X 100 an Inlormasi
Jumlah PNS berpendidikan PT (S1, S2 dan
S3) tahun ini

2 | Rasio Jabatan Merupakan Penjabaran terhadap Jumlah Bidang b
Fungsional Jabatan Fungsional yang bersertifikat . . Pengembangan
bersertifikat diluar Guru dan Tenaga Kesehatan Ecﬂ_mb_cme..wnmﬂmﬂcwmw_o:m_ Wmnmnmsﬁﬁmﬁ Kompetensi Aparatur
Kompetensi (%) terhadap jumlah keseluruhan Pejabat tahun :m__ E :M.m . HmH.mN.SbH o ngsion X 100 |dan Informasi
(PNS tidak Fungsional diluar Guru dan Tenaga ersertifikat tahun lalu)

Seluruh Bidang dan

pelanggaran  berat, khususnya PNS
Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari
penunjang kegiatan seperti pengawasan

Jumlah Pelanggaran yang diselesaikan

3 | Peningkatan Kinerja | Merupakan perhitungan tehadap kinerja | Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian
Pelayanan pelayanan administrasi kepegawaian yang Sekretariat BKPP
Kepegawaian dilakukan oleh BKPP terhadap

Masyarakat khususnya ASN Kabupaten
Bengkalis yang dihitung berdasarkan
Permenpan Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat unit penyelenggara
pelayanan publik.

4 | Peningkatan Merupakan persentase terhadap Bidang Penilaian
Penyelesaian penvelesaian pelanggaran disiplin yang Kinerja, Aparatur,
Pelanggaran dilakukan oleh PNS baik pelanggaran Penghargaan dan
Disiplin disiplin ringan, sedang maupun X 100 Pemberhentian

Dipindai dengan CamScanner



NO

INDIKATOR
KINERJA UTAMA

DEFINISI OPERASIONAL

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB UKURAN

(n

(2)

(3)

(4)

dan pembinaan serta penghargaan.

Jumlah Pelanggaran Disiplin

(5)

Dipindai dengan CamScanner



32. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

INDIKATOR PENANGGUNG
NO KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB UKURAN
(1) 1 (2) (3) (4) (5)

1 | Persentase Hasil Hasil kegiatan kelitbangan yang Badan Penelitian Dan
Penelitian dan dilaksanakan dalam waktu tertentu Jimlshkalibaraanvane disdakani Pengembangan
WM“Mn%.—WW MMWMM tkan Jumlah Kelitbangan %&H Renja Perangkat . 1909
oleh Perangkat ar:

Daerah

2 | Indeks Inovasi Hasil Penilaian Inovasi Perangkat Daerah Skor Total Badan Penelitian Dan

Daerah dalam Satu Tahun x 100% Pengembangan
Skor Total Maksimum

Dipindai dengan CamScanner



BRATFAT T NN T

AMCGAN BENCANA DAERPAH

- NTERATO® | e : S PENANGGUNG |
%0 wtwoaTAMA | PEFINIS| OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB UKURAN
—— | Y = I (2] (5)
R ———— Warga Negmm vang  mendapatkan Badan
bt - o= Lavanan Sosalisssi, Edukass, Infostasi s aE i Penanggulangan
Wiy Gar Lavanaen Pencegahan dan Hmnnwhn..ﬁ {uu‘ﬂ Ve FEB mnﬁwuﬂ._. Bencana Daerah
o ¥Krwapesagaan dalam Penyeienggaraan Eddon Ishemeg S Lepacan Peocepian dan Resaosoqaan. x4 (Bidang Pencegahan

T2 Premrroseer Pruoone  Perseines [Ty Kecepatan
Lrrsst Sorpadlean

S
Themam TRLEY
Fr=ena

) b S i
b

Mrgss hrhencanasn

hﬁﬁwaigmmag

dan Kesiapsiagaan)

Rerapons Kuorang dan 24 Jam
untuyk Seuspy Status KLB Bencana dan
[ermswmt Bescana

hawasar Terkrna
Prneana vang Memperoleh

Rriatsinas [ian frebabitaw dan Pekenstru ks
rkenereiEs Fasca Pasca Pemcena

Far: s Teramia

Bt tuyhums B

E

g

i —— e

Jucish tesmcamye mpeonng imorang dan 24 jpm ik setiap penaragan K18
Beorea e Derryr Berea

= e Pmeme 18 S T Dot e Ll

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
(Bidang Kedaruratan)

Jumish Kxsasan yang Mempercleh
Rebshieag dan Paimpstruics Pasca Bencana X 100
Jumiah Lremsan yarg [erdampak Pasca Bencana

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
(Bidang Rehabilitasi
dan Rekonstruksi)

Dipindai dengan CamScanner



. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| KO |

1

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

DEFINISI OPERASIONAL

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB UKURAN

11 | (2)

(3)

(5)

i _.Lcnnm& masyarakat

| Jumlah masyarakat sasaran (tokoh

| yang mendapatkan | agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda,

| pembinaan ideologi

| Pancasila dan

| PKK dan tokoh pemuda) yang

mendapatkan pembinaan

Jumlah masyarakat sasaran yang mendapatkan

pembinaan pada tahun ke - n

Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

| Persentase
| partisipasi politik
| masyarakat

_u

Jumlah masyarakat yang terdaftar datang
ke TPS menggunakan hak pilihnya pada
proses pemilu

Jumlah masyarakat datang ke TPS

vang menggunakan hak pilih
Jumlah Pemilih Terdaftar

Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

Dipindai dengan CamScanner




35. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKALIS

Fan 1 INDIKATOR _ : : ; PENANGGUNG
_ NO | KINERJA UTAMA | DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB UKURAN
1y 2 | (3) (4) . (S)
"1 |Indcks Kepuasan | Persentase data dan informasi tentang Direktur RSUD

| tingkat kepuasan masyvarakat vang Bengkalis

| Masvarakat (IKM)

diperoleh dari hasil pengukuran secara
| kuantitatif dan kualitatilf atas pendapat
| masyarakat dalam memperoleh pelayanan
__nmn aparatur penyelenggara pelayanan

, publik dengan membandingkan antara
| harapan dan kebutuhannyva

b

Starus Akreditasi
Rumah Sakit

| Status akreditasi rumah sakit adalah
| penghargaan vang diterima rumah sakit
dari lembaga independen penyelenggara
| akreditasi berdasarkan keputusan
akreditasi  terhadap capaian standar
nasional akreditasi rumah sakit dengan
tingkatan perdana (bintang 1), dasar
| (bintang 2}, madva (bintang 3), utama
(bintang 4) dan paripuma (bintang 5).

Status akreditasi rumah sakit

Direktur RSUD
Bengkalis

Cost Recovery Rate

Nilai dalam persen yvang menunjukkan
| scberapa besar kemampuan pendapatan
rumah sakit menutup biaya
opcrasionialnva.

Total Revenue (TR)/Total Pendapatan
Total Cost(TC)/Total Pengeluaran

x 100%

Direktur RSUD
Bengkalis

=y

Dipindai dengan'Cam'S-canner

—gp——




36. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU

INDIKATOR ——— " . PENANGGUNG
NO KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB UKURAN
(1) (2] (3] (4) (5]
1 | Indeks Kepuasan Nilai yang didapat dari hasil pengukuran Direktur RSUD
Masyarakat (IKM) kegiatan survey kepuasan masyarakat _ N _ Mandau
terhadap kualitas layanan yang diberikan _ s
oleh RSUD Mandau. Teral ur - o e >
2 | Status Akreditasi Status akreditasi rumah sakil adalah Status akreditasi rumah sakit Direktur RSUD
Rumah Sakit penghargaan yang diterima rumah sakit Mandau
dari lembaga independen penyclenggara
akreditasi berdasarkan keputusan
akreditasi terhadap capaian  standar
nasional akreditasi rumah sakit dengan
tingkatan perdana (bintang 1), dasar
(bintang 2), madya (bintang 3), utama
(hintang 4) dan paripurna (bintang 5).
3 | Cost Recovery Rate | Nilai dalam persen yang menunjukkan Direktur RSUD
seberapa besar kemampuan pendapatan Total Revenue (TR)/Total Pendapatan % 100% Mandau
rumah salit menutup biaya Total Cost(TC)/Total Pengeluaran
operasionalnya.

Dipindai dengan CamScanner



37. KECAMATAN BENGKALIS

masyarakat dalam memperoleh pelayanan
dari aparatur penyelenggara pelayanan
publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya

INDIKATOR PENANGGUNG
NO DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB
KINERJA UTAMA UKURAN
(1) (2) (3) (4) (S)
1 | Indeks Kepuasan Persentase data dan informasi tentang
Masyarakat (IKM) tingkat  kepuasan  masyarakat yang - D \ils

diperoleh dari hasil pengukuran secara PN DSV R = = s
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Tazzl unsur yang terist Feniles Camat

Dipindai dengan CamScanner



38. KECAMATAN BANTAN

masyarakat dalam memperoleh pelayanan
dari aparatur penyelenggara pelayanan
publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya

INDIKATOR PENANGGUNG
NO . DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB
KINERJA UTAMA UKURAN
(1) (2) 3) (4) 5)
1 [Indeks Kepuasan Persentase data dan informasi tentang
Masyarakat (IKM) tingkat kepuasan masyarakat  yang - . - - =
diperoleh dari hasil pengukuran secara| (¥}’ - — S04l G TISTOAL TIRTI 0
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Towz! unsur yang teris! Penimbang Camat

Dipindai dengan CamScanner



38. KECAMATAN BANTAN

masyarakat dalam memperoleh pelayanan
dari aparatur penyelenggara pelayanan
publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya

INDIKATOR PENANGGUNG
[ PERHITUNGAN JAWAB
NO KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI P bl
(1) (2) (3) (4) (5)
1 | Indeks Kepuasan Persentase data dan informasi tentang
Masyarakat (IKM) tingkat kepuasan masyarakat yang U WO .- S Vo=

diperoleh dari hasil pengukuran secara| [}, Ntz g3 | Hersepgl Porungi 1...1.h..\.m..1...
kuantitatif dan kualitatil atas pendapat Totz! unsur yang teris! Penimoang at

Dipindai dengan CamScanner



39. KECAMATAN BURIT BATU

i y PENANGGUNG
No | INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULAS] PERHITUNGAN JAWAB
UTAMA UKURAN
(1) (2) (3) (4) (5)
1 |Indeks Kepuasan Perscntase data dan informasi tentang
tingkat kepuasan masyarakat yang g e A i s By g e A
diperoleh dari hasil pengukuran sccara Sl G I SRS Ly .
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Tatal unzur yang ter: PENITNLAL, Carpat

-
‘ Masyarakat (TKM)
_

masyarakat dalam memperoleh pelayanan
dari aparatur penyclenggara pelayanan

publik dengan membandingkan antara
| harapan dan kebutuhannya

e e — et e

Dipindai dengan CamScanner



40. KECAMATAN SIAK KECIL

masyarakat dalam memperoleh pelayanan
dari aparatur penyelenggara pelayanan
publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya

. : : PENANGGUNG
NO | _z:_fpmjw__mzﬁzmm% DEFINIS] OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB
UKURAN
(L 2 @) @ 5]
1 | Indeks Kepuasan Persentase data dan informasi tentang
Masyarakat (IKM) tingkat kepuasan masyarakat yang  E amem o mem o \ril=
diperoleh dari hasil pengukuran secara LA DTSR TURSIy
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Total unsuryarg ers reninaans Casit

Dipindai dengan CamScanner



42. KECAMATAN RUPAT UTARA

masyarakat dalam memperolch pelayanan
dan aparatur penyelenggara pelayanan
publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya

| 5 " — PENANGGUNG
g | FNDIKATSR EINERIA DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB
UKURAN
1] (2] (3 (4) (3)
1 |Indcks Kepuasan Persentase data dan informasi tentang
. Masyarakat (IKM) tingkat kepuasan masyarakat yang - e \ito
diperoleh dari hasil pengukuran secara 1073 SSLECTURTIL,, -2
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat ang ieris CenImoans it

Dipindai dengan CamScanner



43. KECAMATAN MANDAU

masyarakat dalam memperoleh pelayanan
dari aparatur penyelenggara pelayanan
publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya

. PENANGGUNG
po | INDIKATOR KINERIA DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB
UTAMA
UKURAN
(1) (2) (3) (4) ()
1 |Indeks Kepuasan Persentase data dan informasi tentang
Masyarakat (IKM) tingkat kepuasan masyarakat yang - - L
diperoleh dari hasil pengukuran secara| ;}/ - ~05 05! ErSCDS] T RS
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Totalunzur yang tors Camat

Dipindai dengan CamScanner



NTHL

44. KECAMATAN PINGGIR

NO

INDIKATOR KINERJA

DEFINISI OPERASIONAL

PENANGGUNG

dari aparatur penyelenggara pelayanan
publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB
UTAMA UKURAN |
(1) (2) (3) (4) (5)
1 | Indeks Kepuasan Persentase data dan informasi tentang
Masyarakat (IKM) tingkat kepuasan masyarakat yang - L _ - =
diperoleh dari hasil pengukuran secam 2, oAl : . A
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Tntal unzur yang tor FCTOToAnR Camat
masyarakat dalam memperoleh pelayanan

Dipindai dengan CamScanner




45. KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA

masyarakat dalam memperoleh pelayanan
dari aparatur penyelenggara pelayanan
publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya

[ o PENANGGUNG
i | TNBIRATE S BRS DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB
UKURAN
(1) (2) (3) (4) (5]
1 | Indeks Kepuasan Persentase data dan informasi tentang

Masyarakat (IKM) tingkat kepuasan masyarakat yang _ . _ _ -
diperoleh dari hasil pengukuran secara SN o P

kuantitatif dan kualitatilf atas pendapat Tomaunsur yang ter - <3 Camat

Dipindai dengan CamScanner



46. KECAMATAN TALANG MUANDAU

masyarakat dalam memperoleh pelayanan
dari aparatur penyelenggara pelayanan
publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya

. - PENANGGUNG
N | THDHATOR KENERIA DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB
WEAMA UKURAN
(1) (2) (3 (4) (5)
1 | Indeks Kepuasan Persentase data dan informasi tentang
Masyarakat (IKM) tingkat kepuasan masyarakat yang T S —— 1z
diperoleh dari hasil pengukuran secara | 1/ - LA CAHLGAIPOISENE LT IRZIE, |
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Total unsur yang teris! FETINRaNE Camat

Dipindai dengan CamScanner



47. KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

masyarakat dalam memperolch pelayanan
dari aparatur penyelenggara pelayanan
publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya

. iRy PENANGGUNG
N | INDIERTOR KINERIA DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN JAWAB
UTAMA UKURAN
(1) (2) (3] (4) (S)
1 | Indeks Kepuasan Persentase data dan informasi tentang
Masyarakat (IKM) tingkat  kepuasan masyarakat yang w4 el . \Tat
diperoleh dari hasil pengukuran secara b = ey T
kuantitatil dan kualitatil atas pendapat yang Fenimoshis Camat

BUPATI BENGKALIS,

L&

KASMARNI

Dipindai dengan CamScanner



